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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 ten tang Pcmbentukan 
Kota Cimahi (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nornor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 5679); 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meni.ngkatkan pelayanan dalam 
bidang sanitasi masyarakat, Pcmerintah Daerah Kota Cimahi 
memberikan pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan 
kakus; 

b. bahwa dalam tertib administrasi retribusi. penyediaan 
dan/ atau penyedotan kakus perlu diatur tatacara retribusi 
pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan 
Wali Kota; 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR : 2.l. \c:\ Lr) .... ri a: \ 1 

TENTANG 
PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN 

DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 

SERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NOMOR ?b!)TAHUN .:2.c !':') 



Pasal 1 
Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud clengan : 

-1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi 
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang 

selanjutnya disingkat DPKP Kota Cimahi. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Dacrah scbagai pcmbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Bad.an. 

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang rnenurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, tcrmasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

8. Karcis adalah Surat ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan 
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang 

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek Retribusi, pencntuan besarnya Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

10. Petugas pemungut adalah orang yang bertugas untuk mcnarik retribusi 
kP.n:::irl:::i w:::.1ih rP.trih11~i 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PELAKSANAAN 
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS 

MEMUTUSKAN : 

4. Pcraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 
2012 nomor 139 Seri C) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi 
Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi 
.. Tasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirnahi Tahun 2017 
Nomor 200); 

5. Pcraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2015 ten tang 
Pengelolaan Air Limbah Domestik Lembaran Daerah Tahun 
2015 Nomor 200); 

6. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomer 34 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah 
Di Lingkungan Pcmerintah Daerah Kola Cimahi; 
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Pasal 5 
(1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut dengan 

menggunakan karcis 
(2) Karcis sebagaimana dimaksus ayat (1) terdiri dari: 

Bagian Kedua 
Pemungutan Retribusi 

Pasal 4 
(1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dipungut 

Retribusi atas Jasa pelayanan penyediaan kakus dan/ atau penyedotan 
kakus oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pe1ayanan penyediaan kakus bergerak (mobile toilet) ; 
b. pelayanan penyedotan kakus yang meliputi : 

1. Septictank lndividu untuk keperluan rumah tangga dan selain rumah 
tangga; 

2. Septictank Komunal. 
(3) Besaran tarif retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh DPKP. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB IV 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pemungutan retribusi. 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
(1) Maksud dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman 

dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/ atau 
Penyedotan Kaku s. 

(2) Tujuan dibentuknya peraturan Wali Kota ini adalah untuk rnemberikan 
kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 
pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

11. Bonggol karcis adalah bagian dari karcis yang menjadi bukti penerimaan 
uang dari pelanggan. 



Pasal 6 
( 1) Petugas pungut melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan 

menyerahkan karcis sebagai bukti pembayaran sesuai dengan beban 
retribusi yang menjadi kewajibannya. 

(2) Petugas pemungut menerima hasil uang pungutan dari wajib retribusi 
beserta bukti pembayaran yang sah dan membawa kem bali sisa karcis. 

(3) Petugas pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil pungutan kepada 
Bendahara Penerirnaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
dengan melampirkan SSRD serta bonggol karcis. 

(4) Penyerahan uang hasil pungutan seperti dimaksud pada ayat (3) 
diberikan tanda terima oleh bendahara kepada pemungut. 

(5) Bonggol karcis digunakan sebagai rekapitulasi oleh bendahara penerima. 
(6) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Kepala Dinas. 
(7) Bentuk dan isi SSRD sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tercantum 

dalam larnpiran II Peraturan W ali Kota ini. 
(8) Kebutuhan karcis dan SSRD diajukan Kepala UPT PALD kepada Kepala 

Dinas. 
(9) Pengajuan kebutuhan karcis dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dituangkan dalam Nota Dinas. 
( 10) Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dinas 

mendisposisikan kepada Pengurus Barang. 
(11) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi rekomendasi 

pernberian karcis dan SSRD. 
( 12) Pengurus Barang menyerahkan karcis dan SSRD berasarkan disposisi 

sebagaimana dimaksud ayat (9) kepala Kepala UPT PALD. 
(13) Kepala UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menyerahkan 

karcis dan SSRD kepada petugas pemungut. 

a. karcis pelayanan penyediaan kakus bergerak ( mobile toilet); 
b. karcis pelayanan penyedotan kakus yang terdiri dari : 

1. Septictank Individu untuk keperluan rumah tangga dan selain rumah 
tangga, yang terdiri dari: 
a) Karcis Kelas I untuk Rumah Tangga dengan daya listrik sampai 

dengan 1300 VA; 
b) Karcis Kelas II untuk Rumah Tangga dengan daya listrik di atas 

1300 VA; 
c) Karcis Kelas III untuk Non Rumah Tangga. 

2. Septictank Komunal, yang terdiri dari: 
a) Karcis untuk septictank komunal yang dibangun dan dikelola oleh 

kelompok masyarakat yang melakukan kerjasarna pemeliharaan 
dengan Pemerintah Daerah; 

b) Karcis untuk septictank komunal yang dibangun dan dikelola oleh 
individu atau swasta. 

(3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN '1.~ 1 NO MOR .~:, h:, 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal '). S A ,u S-\-u J ::2.., q 
SEKRETARI AERAH KOTA CIMAHI, 

SUDIARTO 

ttd , __ 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal :i& A'.)« .. oru) 1°\7 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, 

Agar. setiap orang clapat mcngetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Cimahi. 

Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 
(1) Bendahara kas Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penenmaan 

retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda 
Se Loran. 

(2) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Ka8 
Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja. 

(3) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan W ali Kota ini. 

Bagian Ketiga 
Penyetoran Retrbusi Ke Kas Daerah 



Rp. 255.000.00ITangki 

Kclas H 
I Non Rumah Tnngga) 

Jenis Pelavanan : 
Prn~ulahan Limbah Cair 

rERATUR,\I, D.'\E~.o\11 KOT,\ CIMAIII 
NOMOR 2 TAHUN .20J7TA!\GG,\L2$J/\~l'ARI 20!7 

T1'1sTANG RF.TRIBLSI JASA LJl.11:~I 

Rp. 255,000,00ITangki 

ten~ Pctnyrmnn :. 
l't-U)'\.-tlolmt KukUb 

Kde .. lH 
t r-\lCl .tillull1 Ic "~) 

P't..MA.fURt\N ll,\t-:tt.MI KOT,\ {'1M'°.l!I 
"'J\l(tf~ 2 li\110' :-017 T,\N'GGAL2SJA \IIA)I :017 

TE:'- , ,\t~r. Rt;TRTOl ~I J \SA lilt.ti ,i 1 

KARCIS ~F.TRIRIJSJ 
PF:NYF.OIAAN l)A:-1/,\TAU 

PENYF.OOTAN KAl{US KOTA CIMAHI 

Cl MA.HI ,...~~ • CIMAHJ r'~ K.\l<CIS IU.rRIBVSI 
~ Pi::',\ EOI,\.\:,/ 11;\~IAl',\IJ 
·~· Pli.'l\'El>OT;\:-< KAKl.:S KOT\ Cl~IAIII 

Karcis bukti pernbayaran 

Kdusll 
t Rumah Iangga deugau dayn lisrrik diatas 130ll ,;A) 

Rp. 240.000,00/Tengkl 

Jem- Pcl.iy:1mm: 
Peuycdotau Kakos 

1'1.1',AI UR.AN IJAl.K1\IJ KOTA l.'l~l.o\111 
l\'r)MOR 2 TAIIUN 20111'1\NGG,,1.25 JA 'il;ARI 1017 

TP.NTAJ\'"(1 RF.'TRtnllSI JAS,'\ IJMIIM 

4. Kelas 3 
Bonggol 

Rp. 240.000,00/T9ngkl 

K.:,-IEN II 
f Ru«...ih T~.a Jt.:1l~.!n d.i~~ 1~1rtL di.lit...., lJ( (! ·.A J 

Jenis Pel:avnnan 
fen)'C...'-tlR;, KaL.\~ 

~fk'.fl ~o\"lfJAffCAHKnrt..ftl\.t,a-u 
hOMOR 1T,\Bl-1'f 2017TANC,GAI -ZSJ.A'\lJAru UH'J 

I bN UM, !tLTIHUU51 lAliA UM(.M 

K.ARCCS RETRIBUSJ 
PENYEDJAAN DAN!ATAli 

PENYEDOTAN KAKUS KOTA CIMAMI 

Karcis bukti pembayaran 

.knis Pelavunan : 
Penyodoran Kakus 

l'f!RATUltA'..: l>t\HtAH KOf1HJMAH! 
NOMOR 2 l'A!ILN 2017 l'ANGG.\L 25 J:\NIJARI 1017 

TENTANG RGTRU3USl JASA ll~UM 

Karcis bukti pembayaran 
KARCIS llETRIBliSI 

PENYEDIAAN DAN/ATAC 
PENYEDOTAN KJ\KUS KOTACIMAHI 

Rp. 1.000,00 

Pcnycdiaan Kakus Bcrgemk 

J:ni, l'da, a nan : 

PJJRA'fURAN l)A£AAII KOTA CLM,\111 
NOMUR ! fAIIUN 2017 l,\N(ii-,,\L. !S J,\I\UAI\I 201- 

TfiSlANC RCTRIDUSI J/\SA UMLM 

KARClS RETRIBlJSl 
PF.NYF.OIAAN OA!':/ATAU 

PENYEOOTAN KAKUS KOTA Cfl\'LAHI 

Karcis bukti pembayaran 

~ARt'11' RF.TllllUJRI ~r1, PEI'l')'f.DIAAr-. D!\~AT,\U 
PEl\\'l!DOTAN l<AKl'S KOT..\ CIMAIII 

,,-:;:::;. Kclas I {C~ ( Rumnh T1mggl1 dengau duyn liSJrik snmpai dengnn 130/J w\) 

~ Rp. 150.000,00/Tangki 

3. Kelas 2 
Bonggol 

Rp.150.000,00/Tangki 

K.dr.sl 
( Rumah T~ ~a t:\:11p1 d.i;·c !i:-lriJ.. ~TIJJ.li ~11.t,:..:m I '\0{_1 1.:A } 

JC'l1b l'cla,-a1u.au; 
1';,uyak:t>~ Kakus 

l'~RA'll!RAN DA~AAH !,.OTA CIM.~HI 
NO:JOR: ':"A!-f~'II :~l"TA,'l:(lGft.L 2' J,\~'U.\RIZOI• 

TINl'J.XG RETRIBl:'Sl 1>\S.\ UMCM 

lv\lKIS l<l::rRltlUSI 
f•J.1\\.t.UJAAi' 01\'UA"l.,\ll 

rU\\.t.UUlAN K.AK.USKUlt\ tlMAJlf 

2. Kelas 1 
Bonggol 

Rp. 1.000,00 

Jeni< relay.man : 

P~!I.\TIJRAN ll,\ERAH KOTA l lMAHI 
~'()\IO~!l'.\Hl'?I. llh-. T\.NGOAL;?(Jt.Sl.,,..\$'1 ::on 

TEXT.\.'-G RfTRIB1 ~I IA,A L'll ~1 

l..\ltCIS Rl.1"RlfiUSI 
Pl!...'\'&01'\,\"'f OA .. ,tf\1.Al' 

r~-'\ l'OOT, 'I K,\Kt;S !-Of.-\ 0)1.\lll 

BENTUK KARCIS DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI 
Kakus Bergerak 
Bonggol 

1. 

LAMPIRAN I: PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR 'l':t '"\C'.\V)U il 1c 17 
TANGGAL as A£t>u~ tt.AJ :i.o 11 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI 

PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKOS 



,. 

SUDIARTO 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, < 
ttd 

Kelasm 
( Nun Klunah '!:min:" l 

Rp. 65.000,00/m:3 

J.!11 is Pelayanan : 
, Pcnambahnn Volume Pcnyedctan 

fl!R;~fURi\N UAl:JL\H KCJTA CIM/\.HI 
NOMOR.2 TA HUN 2017TANCiUAl.25 JA\Ui\lfl 2017 

THl\i;\)'ICl RIITTURIJSI JA$,\ UMUM 

KARClS RETRIBllSI 
PENYF.OIAAN DAN/ATAtt 

PE1'"YEDOTAN KAKUS KOTA Cll\tAHI 

Rp. 85.000,00/m3 

ico,. Pclay.ai111: 
l'cn~in~~han \\,lun,c l'c:n~otan 

Kclnlll 
I Nw Ruw•b T ... 111;~) 

Tambahan kelas 2 
Bonggol Karcis bukti pembayaran ~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=--~~--=.~~~~~~~~. 

l<ARCIS RETRIUUSI 
PF.NYEDIAAN DAN/ATA'U 

P.ENYEOOTAN KA~S J{OTA CIMAfll 

Karcis bukti pembayaran 

Kcl1t111 
( Ru mah Tangga dengan d.1yn listrik diatas 1300 vA ) 

Rp, 8Q.000,001ro3 

Jenis Pj:13ypnan ; 
l'enai11halm1\ Volume Penye1lul11n 

P.ER/\TLIRAN OJ\Ell.Ali KOIA C:IM/\111 
NOMOR2 TAlllJN 2017 IANGGAL 2S Jl\..'IUA!U 2017 

'tl'Nl'ANG RP.TIHOl ISi JASA UMUM 

J,mi, Pel:1yanan: 
Pcn:unbahan Yolum~ Pcnycdotlll) 

' ' · Kelas I g ( Rumah Tan,gga dcngan daya listrik sampai dcngan 1300 vA ) 
• · Rp. 80.D(l(l,00/m3 

:· ' :. 

t>t:llAI UKJ\I\ DALkAII KOJ,\CIMAIII 
'10~{l)jt 1 J'AIIUN 2017 lANG\,Al.1~ J,\NlJAIU 21117 

·1 t,NlANO Kl:.l'RllllJSI JASA UMlJM 

KARCIS RF.TRIRUSI 
J>t.;NY~l>IAAN l>AN/ATALJ 

~ENYEDOTAN KA KUS KOTA CIMAlll 

Karcis bukti pcmbayaran 

7. Tam bah an kelas 3 
Bonggol 

Jc:nis rcltlyan,,11:~ 
1'1:n!111l.,h11n ~blumc l'tr()S:~Olntt 

Keln•II 
t ltu1n.l,'Ja.~.r.n11,mlla>•li&1rik41.u,, IJO<h·A 1: 

Rp. so1000.001m3 

rJ•R,'lltJl\}'\l l)Al'R~II KflTAC%thlll 
1'(0MOtll1At1~2017TANf>CiM.l$JMnlAIU 2017 

TEHlANCi'RETRISUSI JASA IJp.iUM 

6. 

R11. SO.OQO,OO/m3 

Jeni£ rel3)":lll.Jn : 
1'011amb!llllln Volurn~ l'<JlYtdoll.ll 

Kcl .. I 
( llumoh TMW d.:ft&nn daYR ll<irik s:ln,pal d<ng;m !JOO, A ) 

fl'klll\1KAN l)Al,KAII K•Jti\\'I\IMII 
NO~IOR21'AHUI\ ~017TAt.:OOAL::SJA~1.JAIU :!1117 

• TCITTA~'1 IICTR.IOUSI J,,SA l)).!UM 

5. Tambahan kelas 1 
Uonggol 



RF.RITA OAF.RAH KOTA <:TMAHT TAHTTN 2..:,,., NnMnR "'"""} Ai., 

Diundangkan di Cimahi 
pada tanggal 2 6> A~'-') kl-< .! 2- .:. t 1 
SEK AERAH KOTA CIMAHI, 

SUDIARTO 

ttd 

WAKIL WALi KOTA CIMAHI, 

Cimahi, 

Bendahara Penerimaan Penyetor 

- -- 
Jenis Karels .Iumlah Karcis Harga satuan Jumlah 

Kakus Bergerak 1.000 
Kelas 1 150.000 
Kelas 2 240.000 

- Kelas 3 255.000 
Tambahan Kelas I 50.000 

- - 
Tambahan Kelas 2 80.000 

·- -- Tambahan Kelas 3 85.000 
J umlah total penerimaan 

-- -- 
Jumlah Total di setorkan 

Suda h terima dari 

Untuk Pembayaran 

Jumlah Pelanggan 

TANDA BUKTI SETORAN RETRIBUSI 
LAYANAN PENYEDOTAN KAKUS 

ct MAH I PEMERINTAH DAERAH KOTA CTMAHI 
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

UPT PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK 
Jin. Rancabentang No.312 RT.04/RW.26 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahl Selatan ~.,_,-_A Telp (022) 86065766www.cimahjkota.go.id e-mail: uptald.dkpcjmahj@gmajl.com Kata Cimahi 

~ 40535 

i 
! 

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH 

LAMPIRAN ll: PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR 2l T~"'Ut") 2~q 
TANGGAL: 2.f;) A f)<->l~.l ::> .. q 
TENTANG: PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN 

DAN/ ATAU PENYEDOTAN KAKUS 


